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PUTUSAN
Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 28 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11
Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam
register dengan Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor 117/1I/I11/2008, tertanggal 01 Maret 2008;
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di Bahwa setelah akad nikah Penggugat
dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Jalan Jambu Mete, Kelurahan Batulo, Kecamatan
Wolio, Kota Baubau, sampai bulan Nopember 2013.;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua
orang anak, anak pertama diasuh oleh bibi Penggugat di Kendari sedangkan anak
kedua diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik,
sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Nopember 2013, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan
oleh karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga
terjadi pertengkaran, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Jalan Jenderal Sudirman,
Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah
tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk
membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan untuk :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir

dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan
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Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 19 Februari 2014 dan Relaas Panggilan
dengan nomor yang sama tanggal 26 Februari 2014, telah dipanggil oleh Juru Sita
Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi

sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun

2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat
agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan,
maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa

tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wolio Nomor: 117/1I/I11/2008 Tanggal 01 Maret 2008, yang
telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya

kemudian diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Perawat, pekerjaan

Perawat pada dr. Gunawan,:
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e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu satu kali
dengan Penggugat, sedangkan kenal dengan Tergugat setelah menikah
dengan Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Maret 2008.

e Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang
tua Tergugat.

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan

yang merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat

sendiri.

e Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

e Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan baik, namun sejak bulan November 2013 sudah tidak rukun
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

¢ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berengkar.

e Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh
karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan telah berselingkuh
dengan perempuan lain yang bernama ;

e Bahwa saksi mengetahui perempuan tersebut karena sering dibonceng

sambil memeluk perut Tergugat dan saksi melihatnya sekali saja pada

malam hari.
e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan

November 2013, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat,

sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat.
e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati akan tetapi
tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
tidak ada,:
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e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu satu kali
dengan Penggugat, sedangkan kenal dengan Tergugat setelah menikah
dengan Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Maret 2008.

e Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang
tua Tergugat.

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan

yang merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat

sendiri.

e Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

e Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan baik, namun sejak bulan November 2013 sudah tidak rukun
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

¢ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berengkar.

e Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh
karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan
Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama;

e Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan tersebut

karena saksi pernah melihat Tergugat memboncengnya menuju ke Pasar

Wameo.
e Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,

Penggugat, pergi ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat

tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat.
¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak
berhasil.
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Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat
menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan

mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis
hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang
perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49
huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan

absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan
Agama Baubau berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan
menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ;
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Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir
dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di
persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu
halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka
gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada
pokoknya menyatakan awalnya rumah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak November 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Penggugat

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2013;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup
alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga

sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah
memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan

penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka Pengadilan Agama
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat
dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat

berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah
menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama: yang telah bersumpah menurut
tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada
pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memberi naftkah
kepada Penggugat dan telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang
saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya
sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-
dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut hubungan suami
istri semakin renggang, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi
bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak lagi
memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga telah memiliki hubungan khusus

dengan perempuan lain sehingga berakibat hilangnya kepercayaan Penggugat
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terhadap Tergugat dan di antara mereka telah pisah tempat tinggal sejak November

2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas patut dipastikan bahwa
keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan
kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin
ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:
d 9> Y ellls 969 iz pld praluwall plS> yo 2S5 Al (ne5 Yo
Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di
persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang
yang dholim dan gugurlah haknya”;
2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :
saxls adlln olsll ale Blla lemgj) axgll ai, s sl I3]

Artinya :  * Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian
rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan

“«

talak satu bain shughraa “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta
hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud

Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;
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Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan
Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex
Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau
untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam

titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hujjah syar’iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
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5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 M bertepatan
dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh DRS. H. ABDUL KADIR WAHAB, S.H., M.-H
sebagai Ketua Majelis, MUSHLIH, S.H.I dan MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag
masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Sudirman, S.H sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DRS. H. ABDUL KADIR WAHAB, S.H., M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.AG
MUSHLIH, S.H.I

Panitera Pengganti

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:
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Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 301.000,-
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